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SALINSALINAN 

 

 

 

 
BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI LEBAK 

 

NOMOR  21  TAHUN  2018 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI LEBAK, 

 
Menimbang  : bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lebak telah melalui tahapan penyusunan dan 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengan 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun Anggaran 2018; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 550); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 

2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 

Nomor 19); 

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lebak Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2018 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Lebak. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah Perangkat Daerah pada Daerah. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana 

Pemerintah Tahunan Daerah. 

 

  BAB II 

SISTEMATIKA RKPD 

Pasal 2 

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 

terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 

BAB 

 

BAB 

VI 

 

VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

PENUTUP 

 

(2) Isi dan uraian Perubahan RKPD Tahun Anggaran 

2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

  BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 3 Agustus 2018 

 

BUPATI LEBAK 
WAKIL, 

 
Ttd 

 
ADE SUMARDI 

 

Diundangkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 3 Agustus 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 
 

Ttd 

 
DEDE JAELANI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 21 

 

 

 

 


